



EFEKTIVITAS TUGAS CAMAT DALAM MEMBINA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DESA 
(Studi di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa) 
 
Oleh : 




Salah satu tugas camat adalah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan di tingkat desa. Dengan menggunakan metode kualitiatif (Moleong, 2009), 
penelitian ini akan mengkaji bagaimana efektifitas tugas camat Langowan Barat Kabupaten 
Minahasa dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Raringis Selatan 
Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Kajian akan dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan ffektivitas kerja yang dikemukakan oleh Siagian (1986:152), yang mengatakan 
bahwa efektifitas kerja adalah menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Efektivitas juga berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. 
Temuan penelitian menggambarkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Camat Langowan 
Barat terhadap pemerintah Desa Raringis Selatan belum sepenuhnya berjalan baik, yang 
dibuktikan dengan masih adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang 
diberikan oleh aparatur pemerintah Desa Raringis Selatan. 
 




One of the camat's duties is to provide guidance to governance at the village level. By using 
a qualitative method (Moleong, 2009), this study will examine how the effectiveness of the West 
Langowan sub-district head of Minahasa Regency in providing guidance for governance in Raringis 
Selatan Village, Langowan Barat District, Minahasa Regency. The study will be carried out using 
the work-effectiveness approach proposed by Siagian (1986: 152), which states that work 
effectiveness is completing work on time as previously determined. Effectiveness also has to do with 
quality, quantity and time. The research findings illustrate that the guidance carried out by the 
Head of Langowan Barat sub-district towards the village government of Raringis Selatan has not 
been fully implemented, as evidenced by the complaints from the community regarding the services 
provided by the government apparatus of South Raringis Village. 
 






 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsidan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara 
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu negara mengakui dan 
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
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Kebijakan otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) secara eksplisit 
memberikan otonomi yang seluas luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan 
mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Melalui kebijakan 
otonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus 
diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan 
dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya 
perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.  
Kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan 
karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan berada dalam 
koordinasi Camat. Selain itu, Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan 
dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 
melaksanakan asas desentralisasi, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai 
sosial-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, 
mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan 
kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah 
(Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan).  
Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan, kepemimpinan merupakan hal 
yang sangat penting. Untuk itu seorang pemimpin harus memiliki kemampuan merencanakan, 
mengorganisasikan, menggerakkan dan mengawasi setiap bawahan agar mereka bekerja 
dengan penuh tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan kerja, sehingga dapat 
terselesaikan secara efektif dan efisien.  
Kepemimpinan akan berlangsung efektif bilamana mampu memenuhi fungsinya. Maksud 
fungsi di sini adalah jabatan yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian. 
Untuk itu setiap pemimpin harus mampu menganalisa situasi sosial kelompok atau 
organisasinya, yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan fungsi kepemimpinan dengan kerja 
sama dan bantuan orang-orang yang dipimpinnya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan 
langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan organisasinya masing-masing, yang 
mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam bukan di luar situasi itu. Pemimpin 
harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi kelompok atau organisasinya.  
Pemimpin yang membuat keputusan dengan memberikan situasi kelompok atau 
organisasi akan dirasakan sebagai keputusan bersama yang menjadi tanggung jawab bersama 
pula dalam melaksanakannya. Dengan demikian akan terbuka peluang bagi pemimpin untuk 
mewujudkan fungsi-fungsi kepemimpinan sejalan dengan situasi sosial yang dikembangkannya. 
Oleh karena itu fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam 
interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. Dilain pihak, seorang 
pemimpin harus berani dan mampu mengambil tindakan terhadap para pegawainya yang malas 
dan berbuat salah sehingga merugikan organisasi, dengan jalan memberikan teguran dan 
hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini sebaiknya 
seorang pemimpin perlu menyelenggarakan daftar kecakapan dan kelakuan baik bagi semua 
pegawai sehingga tercatat semua hadiah dan hukuman yang telah diberikan kepada mereka.  
Kepemimpinan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki karena kepemimpinan 
sebagai penggerak roda organisasi, yang dilakukan dengan meyakinkan bawahannya agar 
bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. 
Adapun tugas pokok dan fungsi Camat adalah sebagai berikut: 
1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 
menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum 
Pemerintahan; 
2. Camat sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan 
meliputi:  
a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;  
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;  
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;  
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;  
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;  




g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan. 
Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah 
ditentukan sebelumnya. Bila dilihat dari aspek keberhasilan pencapaian tujuan, maka efektivitas 
adalah memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya ditinjau 
dari aspek ketepatan waktu, maka efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah 
ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber terkait yang telah 
dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. 
Kinerja Camat patut diukur dengan modal sumber daya aparatur, sebab hal ini sangat 
penting dan menentukan terhadap kemajuan birokrasi kecamatan dan pembangunan daerah. 
Melalui sumber daya manusia yang kompetitif, sehingga terciptanya penyelenggaraan 
pemerintahan yang profesional. Kondisi ini akan hidup manakala harus ditopang oleh tugas 
camat sebagai pemimpin aparatur tertinggi yang dapat mengkoordinasikan kerja aparatur 
pemerintahannya pada satuan-satuan institusi di tingkat Desa.  
Dalam penerapan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan serta pelayanan Publik 
masih sering berkutat dengan problematika lazim yakni patologi (penyakit) yang membuat 
setiap proses jalannya pemerintahan sering kali tersendat. Salah satu contoh roblematika yang 
lazim adalah penyalahgunaan atau bahkan kekeliruan dalam menjalan tugas pokok serta fungsi 
yakni membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan. 
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, masih banyak kekeliruan yang terjadi 
dalam setiap proses jalannya pemerintahan di Kecamatan Langowan Barat seperti pelaksanaan 
pembangunan di wilayah pemerintahan Kecamatan terutama desa-desa di sekitarnya belum 
berjalan sesuai yang diharapkan. Belum lagi peran camat dalam mengatasi permasalahan antara 
masyarakat dan TNI dalam mengatasi sengketa lahan di Desa Raringis Selatan sangatlah minim. 
Padahal masyarakat setempat sangat membutuhkan peran aktif pemerintah kecamatan untuk 
dapat menghadirkan solusi akan permasalahan tersebut agar mendapatkan jalan keluar akan 
penyelesaian sengketa lahan.   
Perlu untuk digaris bawahi bahwa Pemerintah kecamatan merupakan tingkat 
pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap 
masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan 
tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati 




A. Konsep Efektivitas 
 Dalam pengertian efektivitas secaa umum menunjukkan sampai berapa jauh tercapainya 
suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan,  
 Efektivitas menurut Emerson dalam Handayaningrat (1996:16) mengatatakan bahwa 
“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapaimya sasaran atau tujuan yang telah 
ditentukan”. Jadi apabilah tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Masih 
dalam buku yang sama, Hal ini dipertegas kembali dengan pendapat hasibuan dalam 
Handayaningrat (1996:16) bahwa “efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplit dan 
impisit” Menurut Siagian (1986:152) Efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada 
waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas berkaitan dengan kualitas, 
kuantitas dan waktu. Jadi efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran. Sedangkan masalah 
pengguanaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Berdasarkan beberapa teori yang 
dikemukakan oleh para pakar diatas, peneliti menggunakan teori Emerson dalam 
Handayaningrat (1996:16) bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran 
atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dikatakan 
efektif. 
 
B. Konsep Camat 
 Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintah 
diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 




daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Secara umum dapat dilihat bahwa 
tugas camat adalah melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, 
pembangunan, dan Kemasyarakatan yang dilimpahkan Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan untuk kelancaran tugas. Selanjutnya dijelaskan secara detail dalam 
peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 sebagai berikut. 
 
Tugas Camat berdasarkan pada peraturan 
pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 
2008 pasal (15) yakni Camat 
menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan meliputi: 
a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat 
b. Mengoordinasikan penerapan dan  ketertiban 
umum 
c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan 
peraturan perundang-undangan 
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasana dan 
pelayanan umum 
e. Menggoordinasikan penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan 
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan 
desa dan/ kelurahan 
g. Melaksanakanpelayanan masyarakat yang 
menjadi ruanglingkup tugasnya dan/ atau 
belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 
atau kelurahan 
Tugas camat dalam membina 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
dan kelurahan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal (15) ayat(1) huruf f, 
meliputi: 
a. Melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan tertib administrasi 
pemerintahan desa/ kelurajan 
b. Memberikan bimbingan, supervise, 
fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan 
administrasi desa dan/ kelurahan 
c. Melakukan pmbinaan dan pengawasan 
terhadap kepala desa dan/ kelurahan 
d. Melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap perangkat desa 
dan/ kelurahan 
e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan/ kelurahan di 
tingkat kecamatan 
 
C. Pemerintahan Desa 
 Pengertian pemerintah adalah berasal dari kata perintah yang bermaksud menyuruh 
melakukan sesuatu atau aturan yang harus dilakukan, dan pemerintah adalah kekuasaan untuk 
memerintah sesuatu (daerah, atau Negara), maka pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, 
urusan dan sebagainya), sedangkan Pemerintah dan pengertian Desa menurut peraturan 
pemerintah no 72 tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan 
pemerintah oleh pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempatyang diakui dan dihormati dalam 
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, dan pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Undang-undang nomor 32 
tahun 2004 mengemukakan bahwa Pembentukan Desa berasrkan peraturan daerah yang 
berpedoman ada peraturah pemerintah sebelumnya dan peraturan pemerintah no 72 tahun 
2005 tentang Desa.  
   
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Moleong, 2009), yang akan 
mengkaji efektivitas tugas camat sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang berada di 
Kecamatan Langowan Barat, dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa 
Raringis Selatan. Dalam mengkaji digunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Siagian 
(1986:152) yang mengatakan efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada 
waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas berkaitan dengan kualitas, 




dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan reduksi data, display 




 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten 
Minahasa. Maka hasil penelitian tentang Efektivitas Tugas Camat Dalam Membina 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh 
pemerintah desa. fokus peneliti adalah kseluruhan hal yang ada hubungannya dengan efektivitas 
tugas camat sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang berada di Kecamatan Langowan 
Barat. Menurut Siagian (1986:152) Efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada 
waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas berkaitan dengan kualitas, 
kuantitas dan waktu. 
 Dalam pengkajian dan analisis tentang sebuah sistem pemerintahan baik pemerintahan 
kecamatan maupun sistem pemerintahan ditingkat desa membutuhkan  analisis secara 
sistematis. Secara struktur, dalam hal ini terkait perda Kabupaten Minahasa tentang peraturan 
Bupati tentang tugas pokok dan fungsi satuan organisasi pada kecamatan dan desa di 
lingkungan pemerintahan Kabupaten, maka kecamatan memiliki peran penting dalam hal 
urusan otonomi daerah. Sehinga untuk mencapai tujuan dan program  yang sudah di tetapkan 
dalam peraturan Daerah (PERDA) maka organisasi kecamatan memiliki loyalitas penuh dalam 
pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa 
adalah salah satu Kecamatan pada Tahun 2007. Secara tidak langsung, baik secara administratif 
maupun tata pemerintahan belum maksimal dan efesian dalam menjalangkan tugas dan amanat 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan perda Kabupaten 
Minahasa. Untuk mengkaji Efektifitas tugas Camat Kecamatan Langowan Barat Kabupaten 
Minahasa, digunakan indikator-indikator yang dikonkritkan pada defenisi konsep dan serta 
terjemahkan kedalam instrumen penelitian yang berupa pedoman wawancara. 
 Adapun hasil penelitian dan analisa terhadap rumusan masalah dan indikator yang 
dapat teramati dan diukur efektifitas camat terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa di 
Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut: 
A. Efektifitas Tugas Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa 
 Pemerintah desa dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan unjung tombak 
dari pemerintah daerah yang langsung berhadapan langsung dengan masyarakat luas. Citra 
birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi 
tersebut. Pemerintah desa sebagai instansi pelayan publik dituntut untuk memperbaiki dan 
senantiasa melakukan reformasi serta mengantisipasi perkembangan masyarakat yang terjadi. 
Dalam rangka meninkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah 
profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintah yang baik (God Governance), perlu 
adanya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran pegawai pemerintah yang dapat 
dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik dalam manajerial 
maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi pemerintah secara 
terpadu. 
 Berlakunya Peraturan Bupati, Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Tupoksi (Tugas pokok dan Fungsi) satuan organisasi desa yang ada di Wilayah Pemerintah 
Kabupaten Minahasa, maka perubahan yang sangat mendasar terjadi di satuan unit kerja 
terbawah yaitu desa serta pada struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan. 
 Mengacu pada hal fungsi dan tugas pemerintah desa dan PERDA Kabupaten Minahasa 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi satuan organisasi dapat dilihat bahwa 
pemerintah desa Raringis Selatan menyankut dengan penyelenggaraan pemerintah di desa 
Raringis Selatan desa ini belum berjalan terlalu baik. Hal ini digambarkan bahwa 
penyelenggraan pemerintah desa dari desa Raringis Selatan mempunyai kekurangan dalam 
menjalangkan tugas dan fungsinya. 
 Hal ini dapat menarik sebuah kesimpulan tentang efektifitas penyelenggraan pemerintah 
desa yang ada di Desa Raringis Selatan dapat di gambarkan sebagai berikut : 
 Dari hasil penelitian efektifitas tugas camat sesuai penyelenggaraan pemerintah desa 




dari masyarakat di desa Raringis Selatan tersebut. Kebutuhan masyarakat yang harusnya 
dipenuhi oleh pemerintah desa jarang untuk dipenuhi, pengawasan yang terjadi di desa tersebut 
jarang dilakukan pemerintah Kecamatan ini di karenakan fasilitas operasional yang tersedia 
baik di desa maupun kecamatan belum cukup memadai sehingga. Secara geografis pola 
perkampungan di Kecamatan Langowan Barat yaitu desa Raringis Selatan wilayah Kecamatan 
Langowan Barat 
 
B. Kuantitas Kerja 
Kuantitas Kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai atau 
karyawan dalam suatu periode tertentu. Hal ini bisa dilihat dari hasil kerja pegawai atau 
karyawan dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatannya dalam menyelesaikan 
tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja 
dan penggunaan waktu. 
Kuantitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, 
menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan programprogram pelayanan 
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 
kuantitas kerja ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, 
serta tuntutan pengguna jasa. Sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut 
merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 
agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan programprogram pelayanan publik 
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Dalam kaitannya dengan Kuantitas kerja ini merupakan kemampuan aparat desa Raringis 
Selatan, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahas dalam mengenali kebutuhan 
masyarakat dalam memberikan pelayanan, yang akan dilihat dari tingkat kepekaan terhadap 
keluhan masyarakat dalam pelayanan, tingkat usaha untuk menyediakan fasilitas yang 
dibutuhkan masyarakat Desa Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat. Adanya berbagai 
keluhan dan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang 
diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu cerminan ketidakmampuan atau merupakan 
indikasi kurang baiknya kinerja pemerintah. Semakin banyak keluhan masyarakat semakin 
buruk ukuran kemampuan kinerja dari aparat tersebut dalam melayani masyarakat. 
Sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan, di Desa Raringis Selatan Kecamatan 
Langowan Barat Kabupaten Minahasa ternyata masih ditemukan adanya beberapa keluhan dari 
masyarakat terhadap pemerintah desa khususnya dalam memberikan pelayanan. Beberapa 
keluhan tersebut mengenai masalah layanan dalam kepengurusan kependudukan serta 
pemenuhan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada para informan Bapak inisial R.K, salah 
satunya adalah seorang Tokoh Mayarakat mengatakan : 
“Namun pada penerapannya masyarakat belum merasakan hal itu sepenuhnya, 
karena ada beberapa keluhan dari masyarakat dan tentunya menjadi masukan bagi 
pemerintah desa yakni penyediaan fasilitas penerangan jalan dimana masyarakat sangat 
membutuhkan penerangan jalan khususnya pada malam hari. Fasilitas lampu jalan dan 
batas-batas dusun yang sudah lama di sampaikan agar menjadi perhatian bagi 
pemerintah desa sampai sekarang belum terealisasi.” 
Hal hal yang sama dikatakan oleh Bapak inisial A.N Kepala Desa Raringis Selatan beliau 
mengatakan :  
“pemberian fasilitas di kantor desa dalam mendukung tugas dalam bidang 
pembangunan dan pemberdayaan masih kurang, pemerintah kecamatan kurang peka 
dalam hal ini.” 
Demikian juga Menurut Ibu inisial S.M camat Kecamatan Langowan Barat dalam 
wawancara, menyatakan bahwa  
“desa telah diberikan petunjuk teknis operasional administrasi desa kepada semua 
perangkat yang ada di desa sesuai dengan kedudukan yang dijabat oleh perangkat desa. 
hambatan yang memperlambat kelengkapan administrasi desa khususnya administrasi 
umum terjadi karena pergantian perangkat desa yang baru sehingga masih perlu 
penyesuaian.” 




“Dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pembinaan aparat, ibu camat 
saya nilai cukup baik, dimana kami sering mengikuti rapat-rapat di kecamatan yang 
dipimpin oleh Ibu camat, biasanya untuk menilai hasil kerja kami ataupun untuk 
memberikan pengarahan dan pembinaan dalam berbagai hal. Sering juga kami menerima 
nasihat dari Ibu camat, bagaimana harus bekerja dan melayani masyarkat dengan baik.” 
Berdasarkan hasil observasi di lapangan, situasi dan kondisi dalam memberikan 
pelayanan administrasi yakni respon aparat desa yang berbeda-beda kepada masyarakat. Ada 
masyarakat yang mengeluhkan bahwa aparat desa dalam memberikan pelayanan terkadang 
mengedepankan urusan masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan aparat desa 
yang bertugas, sementara ada masyarakat yang sudah lama menunggu harus bersabar karena 
belum dilayani.  
 
C. Kualitas Kerja 
Kualitas Kerja adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsipprinsip 
administrasi yang benar. Responsibilitas organisasi merujuk pada kesesuaian pelaksanaan kerja 
organisasi dengan prosedur dan tata kerja yang berlaku dan bertanggungjawab. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah Kecamatan bertanggungjawab 
melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan kepada masing-
masing bagian dalam unsur pemerintahan Kecamatan yang dibebankan sebagai wujud 
tanggungjawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dipercayakan 
kepada setiap Aparat Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia dalam 
pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 
merupakan perwujudan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat 
modern Indonesia, dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana 
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. 
Salah satu factor keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah fasilitas yang 
memadai dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan serta diimbangi oleh sumberdaya 
manusia yang berkualitas. Hal ini berlaku di setiap pelayanan yang dilakukan pihak pemerintah 
maupun swasta. Tanpa adanya fasilitas pendukung dan sumberdaya manusia yang berkualitas, 
baik dalam pembangunan, pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat, maka mustahil 
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan efektif. Untuk melihat proses 
fasilitasi yang dilakukan oleh camat dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu pemberian 
fasilitas pendukung dan pemberian tenaga pembimbing: 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada para informan Bapak inisial A.N, salah 
satunya adalah seorang Kepala Desa Raringis Selatan mengatakan : 
“Dalam menjalankan tugas sehari-hari terutama dalam melayani masyarakat, kami 
di desa sangat membutuhkan fasilitas pendukung seperti computer, printer, kertas, tinta, 
buku dan lain sebagainya yang dibutuhkan sebuah kantor, sejauh ini pihak kecamatan 
memberikan kebutuhan yang kami butuhkan biasanya yang dibutuhkan di desa adalah 
buku-buku isian, serta fasilitas dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat”. 
Dalam kaitannya dengan ini akan dilihat apakah pelaksanaan kerja aparat desa sudah 
sesuai dengan prosedur dan tata kerja yang berlaku. Tingkat aparat desa Raringis Kecamatan 
Labgowan Barat Kabupaten Minahasa mengenai kejelasan prosedur pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dapat dikatakan baik yakni dalam pengurusan administrasi kependudukan 
prosedur pelayanan yang diberikan sudah disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) dari persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat.  
Hal ini disampaikan oleh Ibu S.M Camat Kecamatan Langowan Barat bahwa: 
“Prosedur dan alur permohonan dalam kepengurusan administrasi kependudukan 
misalnya Surat Keterangan Tidak Mampu dimulai dari tingkat desa kemudian nantinya 
akan diminta untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan”. 
Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan merupakan salah-satu hal yang sangat penting 
bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparat pelaksana pelayanan diharapkan dapat tanggap dan 
bertanggungjawab dengan tugas serta tanggungjawabnya sebagai pemberi pelayanan. Pihak 




dilengkapi dalam kepengurusan segala hal menyangkut administrasi kependudukan yang 
berhubungan dengan Kantor Desa. 
Kepada informan Bapak inisial A.N Kepala Desa Raringis Selatan juga menuturkan :  
“Pemberian tenaga pembimbing di kantor desa tidak pernah dilakukan oleh pihak 
kecamatan, seperti tenaga yang dapat melatih perangkat kami untuk mengoperasikan alat 
teknologi seperti computer tidak pernah didatangkan, kami harus belajar sendiri untuk 
dapat menguasainya, padahal kami sangat memerlukan hal tersebut agar dapat 
menunjang kinerja kami dalam melayani masyarakat. Sejauh ini pihak kecamatan 
terutama camat memberikan fasilitas bukan hanya fisik tetapi juga sumberdaya manusia 
yang siap membantu.” 
Melalui hasil wawancara dengan Bapak inisial F.K Kepala Desa Tumaratas mengenai hal 
tersebut diatas, beliau mengatakan :  
“Dalam pengambilan kebijakan yakni dalam pembinaan aparat pemerintah desa, 
saya selalu melibatkan masyarakat, seperti meminta masukan, saran atau kritikan, 
bertanya kekurangan serta kelebihan dari aparat pemerintah desa setempat, sehingga 
saya dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak menimbulkan polemic 
dimasyarakat.” 
Prosedur pelayanan sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa 
kelemahan dalam hal dari aparat desa Raringis Kecamatan Labgowan Barat Kabupaten 
Minahasa yakni menyangkut konsekuensi waktu pelayanan dimana sering terjadi kesalahan 
yang dapat merugikan masyarakat. Aparat Desa juga terkesan kurang disiplin dalam waktu 
bekerja, hal tersebut ditinjau langsung oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di Kantor 
Desa dimana aparat desa selalu pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Aktivitas 
pelayanan di kantor desa baru dimulai pada Pukul 09.00 dan berakhir Pukul 12.00. Selain itu 
ada beberapa aparat desa yang tidak berada di tempat dengan alasan yang tidak jelas. 
Demi kelancarannya pelayanan publik aparat pemerintah harus mengupayakan sikap dan 
kemampuan mereka dalam melayani masyarakat, dengan cara meningkatkan kedisiplinan 
terhadap prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku. 
 
D. Waktu Penyelesaian Kerja 
Waktu penyelesaian kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan 
siang hari dan/atau malam hari. Merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan datang 
merupakan langkah-langkah memperbaiki pengurusan waktu. Apabila perencanaan pekerjaan 
belum dibuat dengan teliti, tidak ada yang dapat dijadikan panduan untuk menentukan bahwa 
usaha yang dijalankan adalah selaras dengan sasaran yang ingin dicapai. 
Sesuai dengan strategi pembangunan masyarakat yang di kembangkan dan di arahkan 
sebagai aktor pejuang bangsa dan pembangunan nasional, antara lain perlu di berikan 
pendidikan kepemimpinan dalam hal ini Untuk terciptanya efektivitas pembinaan terhadap 
pemerintah desa, diperlukan adanya suatu tindakan nyata pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan, yang akan mengawasi jalannya pelayanan yang adak diberikan 
oleh pemerintah kepada aparaturnya. 
Peneliti mewawancarai Ibu inisial S.M Camat, Kecamatan Langowan Barat sebagai 
berikut: 
“masyarakat, seperti meminta masukan, saran atau kritikan, bertanya kekurangan 
serta kelebihan dari aparat pemerintah desa setempat, sehingga saya dapat mengambil 
kebijakan yang tepat dan tidak menimbulkan polemic dimasyarakat” 
Pernyataan Ibu Camat diatas, didukung oleh seorang tokoh masyarakat yang ada di Desa 
Raringis Selatan, beliau mengatakan : 
“Dalam pembinaan aparat desa, Ibu camat sering melibatkan kami masyarakat, 
yang ada di desa-desa yang ada di Kecamatan Langowan Barat, beliau sering meminta 
masukan dari kami, mengenai keluhan juga kira-kira kekurangan apa yang ada di 
masingmasing desa. Sehingga ibu bisa membina aparat desa yang dirasa kurang dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat.” 
Hal yan sama juga dikatakan oleh Bapak inisial F.S seorang masyarakat di desa raringis selatan, 




  “dalam meminta masukan dari masyarakat, ibu camat juga tidak segan-segan 
bertanya kepada kami generasi muda untuk kemajuan di Desa Raringis Selatan, khususnya 
dalam pembinaan aparat pemerintah desa, guna pelayanan yang lebih baik” 
Untuk menumbuhkan rasa percaya diri aparatur pemerintah desa terhadap pemerintah 
yang ada di Kecamatan Langowan Barat melalui setiap pembinaan yang di berikan maka di 
perlukan suatu kontak langsung yang dapat membawa sikap individu tentang hal-hal yang 
bersifat mendukung. Dengan adanya kontak langsung maka akan memberikan penilaian yang 
baik pada masyarakat terhadap aparatur pemerintah desa di Kecamatan Langowan Barat. Dari 
hasil penelitian kepada informan, dapat di lihat bahwa pandangan masyarakat terhadap fungsi 
pembiaan camat dapat di nilai baik dalam pembinaan camat. 
Penulis juga mewawancarai Bapak inisial A.N Kepala Desa, Raringis Selatan, beliau mengatakan :  
“Dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pembinaan aparat, ibu camat 
saya nilai cukup baik, dimana kami sering mengikuti rapat-rapat di kecamatan yang 
dipimpin oleh ibu camat, biasanya untuk menilai hasil kerja kami ataupun untuk 
memberikan pengarahan dan pembinaan dalam berbagai hal. Sering juga kami menerima 
nasihat dari ibu camat, bagaimana harus bekerja dan melayani masyarkat dengan baik” 
Hal senada Pernyataan Bapak inisial M.A Kepala Desa Ampereng, beliau mengatakan :  
“Dalam pembinaan aparat desa, ibu camat sering melibatkan kami masyarakat, 
yang ada di desa-desa yang ada di Kecamatan Langowan Barat, beliau sering meminta 
masukan dari kami, mengenai keluhan juga kira-kira kekurangan apa yang ada di 
masingmasing desa. Sehingga bapak bisa membina aparat desa yang dirasa kurang dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat.” 
Berdasarkan hasil pengamatan penelitian di lapangan memang perilaku aparatur 
pemerintah desa dan kecamatan Langowan Barat sangat baik walaupun ada beberapa aparat 
desa yang tidak menjalankan tugas fungsi dan tanggung jawab dengan baik.. 
Pembinaan merupakan ciri khas modernisasi di dalam masyarakat tradisional, 
pemetintah kecamatan dan aparatur desa biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit 
yang kecil, petani, tukang, dan pedagang yang merupakan bagian penduduk yang paling besar 
dapat menyadari atau tidak bagaimana pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa 
dapat mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi biasanya tidak sampai terpikir oleh 
mereka bahwa mereka dapat atau perlu berusaha untuk mempengaruhi tindakan pemerintah 
dan bukan sekedar mengajukan petisi minta bantuan pembinaan terhadap pemerintah desa 
terhadap tekanan dari luar sebaiknya prinsip kewarganegaraan yang aktif sudah di terima oleh 
semua Negara yang sedang berkembang meskipun bentuk dan kodrat pembinaannya 
menunjukan perbedaan yang besar satu sama lain. Salah satu tujuan pembinaan adalah untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi aparatur pemerintah desa, hal ini berarti bahwa 
hasil dan pembinaan camat adalah di mana aparatur pemerintah desa dan masyarakat berperan 
serta dalam pembinaan yaitu ikut sertanya masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam 
merencanakan, menentukan, melaksanakan tujauan pembinaan dan akhirnya menikmati 
terwujudnya tujuan-tujuan yang telah di rencanakan. 
 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan mengenai Efektivitas 
Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa 
ternyata masih ditemukan adanya beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pemerintah desa 
khususnya dalam memberikan pelayanan. Beberapa keluhan tersebut mengenai masalah 
layanan dalam kepengurusan kependudukan serta pemenuhan sarana dan prasarana yang 
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